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Abstract: Analysis of Presidential Impeachment Law in Indonesia Through Legal History, 

through research conducted, the results show that: First, the Constitutional Court's decision is in 

the realm of law. Meanwhile, the MPRS and MPR Decrees are in the realm of politics. So, in this 

case the MPRS and MPR have different roles from the MK in the Presidential Impeachment 

Process. Second, the Presidential Impeachment Law is now better than before the reform. Because 

the presence of the Constitutional Court as a Judicial Institution is a counterbalance in the process 

of impeaching the President. 
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Abstrak: Analisis Hukum Pemakzulan Presiden di Indoneisa Melalui Sejarah Hukum, melalui 

penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi 

berada pada ranah hukum. Sedangkan, Ketetapan MPRS dan MPR berada pada ranah Politik. 

Maka, dalam kasus ini MPRS dan MPR mempunyai peran yang berbeda dengan MK dalam 

Proses Pemakzulan Presiden. Kedua, Hukum Pemakzulan Presiden sekarang lebih baik daripada 

sebelum reformasi. Karna kehadiran MK selaku Lembaga Yudikatif menjadi penyeimbang dalam 

proses pemakzulan Presiden.  

 

Kata Kunci: Presiden; Pemakzulan; Mahkamah Konstitusi 

 

1. Pendahuluan  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan 

Negara Kekuasaan (Machstaat). hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal  1  ayat  (3)  

Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  selanjutnya  di  sebut  UUD 1945. Konsekuensi 

logis dari hal itu adalah tingkah laku masyarakat maupun penyelenggaraan negara diatur 

dalam sebuah norma-norma atau aturan yang kemudian lebih dikenal sebagai Hukum 

Positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini).1 

Norma dasar yang digunakan oleh Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam 

UUD NRI 1945 selain berisi dengan norma dasar hidup bernegara di Indonesia juga 

terdapat peraturan mengenai kekuasaan dan lembaga-lembaga negara mulai dari 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu aturan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 

 
 1 Kunthi Dyah Wardani. 2007. Impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia. Cet. I Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta, hlm. 1. 
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adalah mengenai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam UUD NRI 

1945 aturan mengenai Kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Presiden dan jajarannya 

mulai dari hak dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden, Syarat-syarat menjadi 

presiden dan wakil presiden, cara pengangkatan presiden dan wakil presiden hingga 

prosedur pemberhentian atau berhentinya presiden dan wakil presiden. 

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Presiden 2  merupakan 

pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial3, dan mekanisme 

kontrol dilakukan lembaga perwakilan rakyat.4 Ada banyak cara mengontrol jalannya 

kekuasaan pemerintahan negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan masa 

jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemakzulan 

dari jabatan.5 

Dalam buku Hamdan Zoelva berjudul Pemakzulan Presiden di Indonesia. Penulis 

menemukan istilah baru dalam khazanah keilmuan tata negara, seperti yang diutarakan 

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L dalam pengantar buku tersebut. Istilah baru yang 

penulis maksud adalah Pemakzulan. Makzul berarti berhenti memegang jabatan atau 

turun takhta. Pemakzulan berarti proses, cara, perbuatan memakzulkan. Memakzulkan 

berarti menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan, meletakkan jabatannya 

(sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja.6  

Pemakzulan dan Pergantian Presiden Republik Indonesia di tengah jalan selalu 

diwarnai kontroversi. Hal ini disebabkan tiadanya kejelasan alasan seorang Presiden bisa 

diberhentikan, di samping tidak diatur terperinci mekanisme dan prosedur 

pemberhentian kepala negara dan kepala pemerintahan ini. Pertanggungjawaban 

Presiden dalam Penjelasan UUD 1945 hanya menetapkan jika Dewan Perwakilan Rakyat 

menganggap bahwa Presiden "sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan 

oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", maka Majelis 

itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungan jawab 

kepada Presiden.7 

Kondisi pemerintahan pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 

membuat banyak terjadinya gejolak demonstrasi yang cukup besar seperti yang terjadi 

pada tahun 1998. Begitu banyak tuntutan dari masyarakat tapi jawaban yang diberikan 

pemerintah maupun perwakilan rakyat tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, 

hal tersebut membuat isu-isu revolusi disemarakkan. Penulis mulai mempertanyakan 

terkait bagaimana cara demonstran-demonstran tersebut dapat menurunkan Presiden dari 

jabatannya 

Terdapat dua kali peristiwa  pemakzulan di Indonesia.  Pemakzulan yang pertama 

yaitu pada tanggal 12 maret 1967, Presiden Sukarno dicabut kekuasaannya melalui TAP 

MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaaan Pemerintahan 

 
2 Presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik 

Indonesia  menurut  UUD  NRI  1945  [(Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  1945)]. 
3 Michael Nelson, 1996. Guide to the Presdency. second edition Washinton, DC: Congressional Quarterly. 

hlm.467. 
4 Ibid.,hlm. 441 
5 Hamdan Zoelva. 2011. Pemakzulan presiden di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 2. 
6  Pemakzulan. 2012-2021. Pada KBBI Daring. https://kbbi.web.id/makzul Diakses pada tanggal 

07/10/2020. 
7 Hamdan Zoelva. 2014. Impeachment presiden: alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut 

UUD 1945. Cet. 2 Jakarta: Konstitusi Press, 2014. Hlm. iii 

https://kbbi.web.id/makzul
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Negara dari Presiden Sukarno. Kedua, pada tanggal 23 juli 2001, Presiden Abdurrahman 

wahid diberhentikan melalui TAP MPR nomor II/MPR/2001 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.  

Namun, pemakzulan tersebut tidak membuat hukum tentang pemakzulan lebih 

kuat atau setidaknya seimbang dengan politik yang terjadi. Setelah amandemen ke-IV 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan 

mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya saja, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi, saat ini menjadi 

setara dengan Lembaga Negara lainnya. Kedudukan sederajat tersebut menjadikan 

Lembaga Negara memiliki fungsinya masing-masing dan tidak ada satupun lembaga 

kekuasaan yang memiliki powerfull diantara Lembaga Negara lain. Kemudian kita juga 

dapat melihat munculnya Lembaga Negara baru, misalnya lembaga Mahkamah 

Konstitusi yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi 

kekuasaan kehakiman (UUD NRI 1945:Pasal 24C). Dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia pasca amandemen UUD 1945, juga dikenal prinsip checks and balances. Yang 

mana setiap lembaga mempunyai kemampuan untuk mengimbangi dan mengawasi 

lembaga lainnya. 

Dalam proses pemakzulan, ujung tombak keputusan ada pada Majelis 

Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mendakwa, 

diajukan ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahakamah Konstitusi mengeluarkan putusan  

atas Dugaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden adalah benar, ditolak, atau 

tidak dapat diterima, tapi walaupun Mahakamah Konstitusi membenarkan bahwa 

Presiden bersalah, keputusan itu hanya untuk dilihat Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

bahkan tidak menjadi bahan pertimbangan. Walaupun Presiden bersalah, kalau Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tetap menginginkan Presiden menjabat, maka Presiden tetap 

akan menjabat.  

Hal yang mendasari MPR menjadi ujung tombak pemberhentian presiden adalah 

karena dulu memang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih presiden, Presiden 

adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. 

Lalu dalam proses pemakzulan ini, posisi Mahkamah Konstitusi dalam hal membuat 

keputusan tidak memiliki kejelasan. Mahkamah Konstitusi seperti hanya formalitas 

untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 

menjatuhkan Presiden, karena walaupun presiden terbukti bersalah, mereka tidak 

dihukum secara pidana. 

Dari uraian yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan juga 

melakukan kajian secara normatif dengan judul “Analisis Hukum Pemakzulan 

Presiden di Indonesia Melalui Sejarah Hukum”. 

A. Rumusan Masalah 

Dengan lmelihat llatar lbelakang ldi latas, lmaka lpenulis lmerumuskan lpermasalahan 

lsebagai lberikut: 

• Apakah lkekuatan lMahkamah lKonsitusi ldalam lmemutus lhasil lDugaan lDPR 

lterhadap lPresiden lsama lkuat ldengan lLembaga lMPRS ldan lMPR? Bagaimana 

lmekanisme lpemakzulan ldi lIndonesia lsebelum ldan lsesudah lreformasi, lserta 

lsetelah lberdirinya lMahkamah lKonstitusi? 

B. Rumusan Masalah 
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Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lpenelitian lhukum lnormatif, lyaitu lpenelitian 

lyang lmencakup lpenelitian lterhadap lasas-asas lhukum, lsistematika lhukum, ltaraf 

lsinkronisasi lhukum ljuga lperbandingan ldan lsejarah lhukum. lDikaji lmelalui lstudi 

lkepustakaan. lMelalu lkajian lanalisis ldeskriptif lterhadap lbahan lhukum lprimer, lsekunder 

ldan ltersier lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini. 

2. Tinjauan Pustaka 
A. Pemakzulan lPresiden 

Pemakzulan lberasal ldari lkata lMakzul lyang lmana ldidalam lKamus lBesar lBahas 

lIndonesia l(KBBI) lmemiliki larti lyaitu l1) lberhenti lmemegang ljabatan; lturun ltakhta, 

lmemberhentikan ldari ljabatan; l2) lmeletakkan ljabatan l(sendiri) lsebagai lraja; lberhenti 

lsebagai lraja8. lPemakzulan lPresiden ldapat ldijelaskan lsebagai lproses lhukum ldan lpolitik. 

lPemakzulan lPresiden ladalah lkeputusan llegislatif lyang lmana lhanya ldapat lterjadi latau 

ldilakukan lberdasarkan lkerangka lyang ldibatasi loleh lsuatu lkonstitusi. lPemakzulan 

lsendiri ldapat ldilihat lsebagai ldua lsisi lyaitu lsebagai laspek llegalitas latau lkonstitusional 

lserta laspek lpertanggungjawaban lpolitik. 9
 l lMekanisme lserta lproses lpemakzulan 

lterhadap lPresiden lsebagaimana ldicantumkan ldidalam lPasal l7 lUUD lNRI l1945 lsetelah 

lamandemen lke-3 lsebagai lberikut l: 

Pasal l7A 

Presiden ldan/atau lWakil lPresiden ldapat ldiberhentikan ldalam lmasa ljabatannya 

loleh lMajelis lPermusyawaratan lRakyat latas lusul lDewan lPerwakilan lRakyat, lbaik 

lapabila lterbukti ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum lberupa lpengkhianatan 

lterhadap lnegara, lkorupsi, lpenyuapan, ltindak lpidana lberat llainnya, latau lperbuatan 

ltercela lmaupun lapabila lterbukti ltidak llagi lmemenuhi lsyarat lsebagai lPresiden 

ldan/ latau lWakil lPresiden 

 

Pasal l7B 

“(1) lUsul lpemberhentian lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ldapat ldiajukan loleh 

lDewan lPerwakilan lRakyat lkepada lMajelis lPermusyawaratan lRakyat lhanya 

ldengan lterlebih ldahulu lmengajukan lpermintaan lkepada lMahkamah lKonstitusi 

luntuk lmemeriksa, lmengadili, ldan lmemutus lpendapat lDewan lPerwakilan lRakyat 

lbahwa lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum 

lberupa lpengkhianatan lterhadap lnegara, lkorupsi, lpenyuapan, ltindak lpidana lberat 

llainnya, latau lperbuatan ltercela; ldan/atau lpendapat lbahwa lPresiden ldan/atau 

lWakil lPresiden ltidak llagi lmemenuhi lsyarat lsebagai lPresiden ldan/atau lWakil 

lPresiden. l***) 
 l 

(2) lPendapat lDewan lPerwakilan lRakyat lbahwa lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden 

ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum ltersebut lataupun ltelah ltidak llagi lmemenuhi 

lsyarat lsebagai lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ladalah ldalam lrangka 

lpelaksanaan lfungsi lpengawasan lDewan lPerwakilan lRakyat. l***) l 

 

(3) lPengajuan lpermintaan lDewan lPerwakilan lRakyat lkepada lMahkamah 

lKonstitusi lhanya ldapat ldilakukan ldengan ldukungan lsekurangkurangnya l2/3 ldari 
ljumlah langgota lDewan lPerwakilan lRakyat lyang lhadir ldalam lsidang lparipurna 

 
 8  Pemakzulan. 2012-2021. Pada KBBI Daring. https://kbbi.web.id/makzul Diakses pada tanggal 

07/10/2020. 

 9 Hamdan Zoelva. 2011. Pemakzulan presiden di Indonesia. Sinar Grafika. hlm. 32. 

https://kbbi.web.id/makzul
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lyang ldihadiri loleh lsekurangkurangnya l2/3 ldari ljumlah langgota lDewan 

lPerwakilan lRakyat. l***) l 

 

(4) lMahkamah lKonstitusi lwajib lmemeriksa, lmengadili, ldan lmemutus ldengan 

lseadiladilnya lterhadap lpendapat lDewan lPerwakilan lRakyat ltersebut lpaling llama 

lsembilan lpuluh lhari lsetelah lpermintaan lDewan lPerwakilan lRakyat litu lditerima 

loleh lMahkamah lKonstitusi. l***) 

 

(5) lApabila lMahkamah lKonstitusi lmemutuskan lbahwa lPresiden ldan/atau lWakil 

lPresiden lterbukti lmelakukan lpelanggaran lhukum lberupa lpengkhianatan lterhadap 

lnegara, lkorupsi, lpenyuapan, ltindak lpidana lberat llainnya, latau lperbuatan ltercela; 

ldan/atau lterbukti lbahwa lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ltidak llagi lmemenuhi 

lsyarat lsebagai lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden, lDewan lPerwakilan lRakyat 

lmenyelenggarakan lsidang lparipurna luntuk lmeneruskan lusul lpemberhentian 

lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lkepada lMajelis lPermusyawaratan lRakyat. 

l***) 

 

(6) lMajelis lPermusyawaratan lRakyat lwajib lmenyelenggarakan lsidang luntuk 

lmemutuskan lusul lDewan lPerwakilan lRakyat ltersebut lpaling llambat ltiga lpuluh 

lhari lsejak lMajelis lPermusyawaratan lRakyat lmenerima lusul ltersebut. l***) l 

 

(7) lKeputusan lMajelis lPermusyawaratan lRakyat latas lusul lpemberhentian 

lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lharus ldiambil ldalam lrapat lparipurna lMajelis 

lPermusyawaratan lRakyat lyang ldihadiri loleh lsekurangkurangnya l3/4 ldari ljumlah 

langgota ldan ldisetujui loleh lsekurangkurangnya l2/3 ldari ljumlah langgota lyang 

lhadir, lsetelah lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ldiberi lkesempatan 

lmenyampaikan lpenjelasan ldalam lrapat lparipurna lMajelis lPermusyawaratan 

lRakyat. l***)” 

 

Pemakzulan lmerupakan lsuatu lperkara lyang lberawal ldari lproses lpolitik lyang 

lkemudian lberlanjut ldengan lpembuktian lmelalui lproses lhukum ldari lDPR lke lMahkamah 

lKonstitusi. lPemakzulan lPresiden ldi lIndoensia lialah lsuatu lperistiwa lhukum lyang lmana 

lsecara lkonsepsional ldijelaskan lsebagai lperistiwa lhukum ltata lnegara.10
 lPemakzulan 

ldianggap lsebagai lextraordinary lpolitical levent l ldalam lsistem lpemerintahan 

lPresidensial lyang ltelah ldisediakan loleh lkonstitusi luntuk lmempersingkat lmasa ljabatan 

lPresiden ljika lterbukti lmelakukan lpelanggaran lyang ltercantum ldidalam lkonstitusi 
l

11. l 

Kemudian lpemakzulan lPresiden ljuga lsebagai lproses lperadilan. lMenurut lLaica 

lMarzuki lmenjelaskan lbahwa lkeputusan lMPR lterkait ldengan lpengusulan lpemakzulan 

lPresiden lbukan lsuatu lputusan ljudicial l(peradilan) lmelainkan lputusan lpolitik l(politieke 

lbesling).12
 lTerdapat ltiga lmodel lperadilan lmengenai lpemakzulan lPresiden lberdasarkan 

lkonstitusi ldibeberapa lnegara lyaitu l 

1) lNegara lAmerika, lmenerapkan lperadilan ldua ltingkat loleh lLembaga 

lperwakilan lrakyat l(legislatif). l 

 
 10 Ibid, hlm 235. 

 11 Nur Habibi. Politieke Beslissing dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. 2015. Artikel 

dalam “Jurnal Cita Hukum” No. 2. Vol. III.  Desember, hlm. 333. 
 12 Hamdan  Zoelva. Op.cit., hlm. 210. 
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2) lNegara lseperti lKorea, lPrancis, lJerman lmenggunakan lmodel ltiga ltingkat lyang 

lterdiri ldari lbagian llegislatif ldan lharus lterdapat lputusan lLembaga lyudikatif. l 

3) lIndonesia ldan lRusia lyang lmenggunakan lmodel lcampuran lyaitu lproses 

lperadilan ldua ltingkat lnamun ltetap lmelibatkan llembaga lyudikatif ldalam 

lproses lpemakzulan.13 

Proses lpemakzulan lPresiden ldipengaruhi loleh lbeberapa lfaktor lberikut lyaitu l: l 

1) Keseimbangan lkekuasaanl didalam lberbagai ljenis lkekuasaan. lHal lini 

lmenunjukkan lhubungan lPresiden ldengan llegislatif, ljika lkewenangan 

lllembaga llegislatif llebih ltinggi lmaka lmempermudah lproses lpemakzulan 

lPresiden. l 

2) Ketentuan lyang lberlaku lterkait lkonstitusi lserta lperundang-undangan 

lmengenai lpemakzulan. lPemakzulan lPresiden lpada lnegara ldengan lsistem 

lPresidensial lmempergunakan lketentuan lhukum lpidana lsebagai lalasan 

ldilakukannya lpemakzulan. lSedangkan lnegara ldengan lsistem lparlementer 

lalas lan lpemakzulan ldengan lpertanggungjawaban lpolitik. l l 

3) Struktur lpartai lpolitik. lJika ldidalam lsuatu lnegara lhanya lterdapat l2 lpartai 

lmaka lakan lmudah lmenentukan larah ldan lsikap lpartai lpolitik ldalam 

lpemakzulan lsedangkan ljika lmultipartai lmaka lpemakzulan lPresiden lakan 

lsulit ldiprediksi. l 

4) Popularitas lseorang lPresiden lsebelum ladanya ltuduhan lpelanggaran. 

lSemakin ltinggi lpopularitas lPresiden, lmaka lakan lberpengaruh lpada lproses 

lpemakzulannya. l 

5) Faktor llainnya lseperti lmedia lmassa, lkondisi lekonomi, lserta ltekanan 

linternasional.14 

Proses lpemakzulan lPresiden ldari lsisi lhukum lterdapat ltiga ltopik lkajian l lyaitu l; l 

1) Alasan lhukum lpemakzulan lkepada lPresiden lserta lmekanisme 

lpertanggungjawaban latas lkesalahan. l 

2) Prosedur lserta lhukum lacara lpemakzulan. l 

3) Forum lpemakzulan.15 l 

Tahapan lproses lpemakzulan lPresiden lmenurut lBaumgarther lterdiri ldari ltiga 

lfase lsebagai lberikut l: l 

1) Pendugaan ldan/atau linvestigasi. l 

2) Pertimbangan lmendalam ldan lvoting latas lproses lpemakzulan. l 

3) Sidang ldan lputusan lpemakzulan.16 

B. Lembaga Negara 

1. Dewan lPerwakilan lRakyat 

Dewan lPerwakilan lRakyat lselanjutnya ldisebut lDPR lmerupakan llembaga 

lparlementer lyang lberarti llembaga l luntuk lmenyuarakan laspirasi lrakyat ldidalam 

lsiding lparlemen lkepada lpemerintah. lDPR lmemiliki lbeberapa lfungsi lyaitu l: l 

a. Fungsi llegislasi lyang lmenjadi lperwujudan lDPR luntuk lmembuat 

lundang-undang. l 

b. Fungsi langgaran lterkait lpenyusunan ldan lpenetapan lrancangan lundang-

undang ltentang lAPBN. 

 
 13 Ibid, hlm. 35. 
 14 Ibid, hlm 39. 

 15 Ibid, hlm 164. 

 16 Ibid, hlm 44. 
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c. Fungsi lpengawasan lyaitu lpengawasan lpada lpelaksanaan lUUD l1945 

ldan lperaturan lpelaksana llainnya. l 

Selanjutnya lterdapat ltiga lhak l lDPR lsebagai lberikut l: l 

a. Hak lInterplasi lyaitu lhak luntuk lmeminta lketerangan lkepada lPresiden 

lterkait lkebijakan l lpemerintah. l 

b. Hak lAngket lyaitu lhak luntuk lmelakukan lpenyelidikan lterhadap 

lpelaksanaan lundang-undang lataupun lkebijakan lpemerintah. l 

c. Hak luntuk lmenyatakan lpendapat. 

2. Dewan lPerwakilan lRakyat lGotong lRoyong 

Pasca lDekrit lPresiden l5 lJuli l1959, lberturut-turut lpresiden lmenetapkan 

llembaga lpemerintahan luntuk lmemenuhi lsemua lkelengkapan laparatur lnegara lyang 

lgagal ldibentuk loleh langgota lkonstituante. l(Lembaran lNegara l1959: l153) lDPR lGR 

ladalah lantitesa ldari lDPR lhasil lpemilu l1955. lDPR lGR ldidirikan lsebagai lbentuk 

lkekecewaan lpemerintah latas lDPR l1955 lyang lseringkali lmenolak lRAPBN lyang 

lditawarkannya.(Lembaran lNegara l1960: l24, l27) lJika lDPR l1955 ldibentuk luntuk 

mengikis lkeistimewaan lkedudukan lpresiden, lmaka lDPR lGR ldibentuk lsebagai 

lusaha luntuk lmelanggengkan lkekuasaan lpresiden lyang lkemudian lmemiliki 

lkedudukan listimewa.17
 l 

Selama ltujuh ltahun lperiode lkepemimpinan lBung lKarno lini l lproduktivitas 

lDPR lGR lterfokus lpada ldengan lpersaingan lkekuasaan, lkegaduhan lpolitik, ldan 

lkeragaman lpaham lpolitik ldi ldalam lDPR lGR ldan lpersaingan lpolitik ldi ltingkat 

lnegara/pemerintahan.18
 l 

3. Majelis lPermusyawaratan lRakyat 

Majelis lPermusyawaratan lRakyat lselanjutnya ldisebut lMPR ladalah lLembaga 

ltinggi ldalam lsistem lketatanegaraan ldi lIndonesia lyang lmerupakan llembaga 

llegislatif lbikameral. lMPR lsebagai llembaga llegislative lmerupakan lgambaran 

lpenjelmaan lseluruh lrakyat lIndonesia. lMPR lmemiliki lfungsi lserta lwewenang lyaitu: 

a. Mengubah ldan lmenetapkan lUUD l1945. l 

b. Melantik lPresiden ldan lWakil lPresiden. l 

c. Memberhentikan lPresiden ldan lwakil lPresiden ldalam lmasa ljabatan ltertentu 

lmenurut lUUD. l 

d. Memilih lwakil lPresiden ljika lterjadi lkekosongan ljabatan lwakil lPresiden. 

e. Memilih lPresiden ldan lwakil lPresiden ldari ldua lpartau lyang lmemiliki lsuara 

lterbanyak. 

4. Majelis lPermusyawaratan lRakyat lSementara 

Dekrit lPresiden lpadal ltgl l5 lJuli l1959 lmengembalikan lUUD l1945 ldan 

lmenetapkan lpembentukan lMPRS. lPenetapan lPresiden lNomor l2 lTahun l1959 lyang 

lmengatur lPembentukan lMPRS: 

a. MPRS lterdiri latas langgota lDPR-GR ldan lutusan-utusan ldari ldaerah-daerah 

ldan lgolongan-golongan 

b. Jumlah lAnggota lMPRS lditetapkan loleh lPresiden l 

 
17 Mochamad Irfansyah dan Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di 

Indonesia. 2018. VERLEDEN : Jurnal Kesejarahan, Vol. 12, No.1. Universitas Airlangga hlm. 54 
18 Abdul Bari Azed. Menyoroti Kinerja Legislasi DPR. 2014. Jurnal Legalitas Edisi Juni Volume VI No. 1. 

Hlm. 10 
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c. Anggota lTambahan lMPRS ldiangkat loleh lPresiden ldan lmengangkat lsumpah 

lmenurut lagamanya ldihadapan lPresiden latau lKetua lyang ldikuasakan loleh 

lPresiden l 

d. MPRS lmempunyai lseorang lketua ldan lbeberapa lwakil lketua lyang ldiangkat 

loleh lpresiden l 

Dengan lterbentuknya lMPRS ltersebut lmaka ldimulailah lsejarah ladanya lbentu 

lproduk lhukum lbaru ldalam lperaturan lperundangundangan, lyaitu lKetetapan lMPRS 

lPeriode l1960-1965 lMPRS lbukanlah lMajelis lyang ldimaksud loleh lUUD l1945 lyakni 

lpemegang lkedaulatan lrakyat. l lSebagai llegislator ldari lhaluan-haluan lyang 

ldipidatokan lPresiden, lberupa lmanipesto lpolitik, lhaluan lpembangunan, lPemimpin 

lBesarRevolusi, ldan llain-lain lKarena lMPRS lbukanlah lmajelis lyang ldimaksud loleh 

lUUD, lmaka lisi ldari lKetetapan lMPRS lsaat litu lhanya lsebagai llegislator ldari lhaluan-

haluan lyang ltelah ldipidatokan lPresiden.19 

5. Mahkamah lKonstitusi l 

Mahkamah lKonstitusi lselanjutnya ldisebut lMK lmerupakan llembaga l 

lyudikatif lsebagai lpemegang lkekuasaan lkehakiman lbersama ldengan lmahkamah 

lagung.20
 l lKekuasaan lkehakiman lyaitu lkekuasaan luntuk lmelaksanakan lproses 

lperadilan lpenegakan lhukum ldan lkeadilan. lKeberadaan l lMK l ldi l ldalam lkekuasaan 

l lkehakiman l lIndonesia l ladalah l lsebagai l lpenjaga l lkonstitusi l l(the l lguardian lof l 

lthe l lconstitutionatau lwaakhond l lvan l lde l lgrondwet), l lsehingga l lkewenangan l 

lyang ldiberikan l loleh l lUUD l lNRI l l1945 l lkepada l lMK l ltersebut l ladalah l luntuk l 

lmenyelesaikan lterjadinya lpelanggaran lterhadap lhak-hak lkonstitusional. 21
 

lKewenangan lMahkamah lKonstitusi lyaitu l: l 

a. Menguji lundang-undang lterhadap lUUD l1945. 

b. Memutus lsengketa lkewenangan llembaga lnegara lyang lkewenangannya 

ldiberika loleh lUUD l1945. l 

c. Memutus lpembubaran lpartai lpolitik. l 

d. Memutus lperselisihan ltentang lhasil lpemilu. 

 

C. Hubungan lantar lLembaga lNegara ldalam lPemakzulan lPresiden 

Proses lpemakzulan lPresiden ldi lIndonesia l ldiatur ldidalam lpasal l7B lUUD lNRI l1945. 

lPemakzulan lPresiden ldalam lmasa ljabatan lmelalui lbeberapa ltahapan ldidalam llembaga 

lnegara lyaitu lDewan lPerwakilan lRakyat, lMajelis lPermusyawaratan lRakyat ldan 

lMahkamah lKonstitusi. l 

Tahapan lawal ldalam lproses lpemakzulan lPresiden ladalah lpengajuan lusul lDPR 

lyang ltercantum ldalam lpasal l7B layat l(1) lUUD l1945. lDPR lmelakukan lpengawasan ldan 

lmenggunakan lhak linterplasinya luntuk lmeminta lketerangan lterkait lkebijakan lpemerintah 

lserta lpelaksanaan lhak langket luntuk lmelakukan lpenyelidikan lkepada lPresiden lapabila 

lterdapat ldugaan lPresiden ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum lyang ltercantum ldidalam 

lkonstitusi. lKemudian lputusan llaporan ldidalam lrapat lparipurna lDPR ltersebut ldiajukan 

lke lMK. l 

Tahapan lkedua lyaitu lpemeriksaan ldi lMahkamah lKonstitusi lterhadap lpengajuan 

 
19 Niken Eka Marthasari dkk. Kedudukan Ketetapan MPRS dan MPR RI terhadap kedudukan MPR sebagai 

lembaga Negara setelah Perubahan UUD 1945. 2017. Diponegoro Law Journal. Vol.6 No.2. Hlm.4-5 
20 Pasal 1 angka 1 UU MK 
21 Pasal 51 ayat (1) UU MK 
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loleh lDPR. lMahkamah lkonstitusi lmelakukan lpersidangan luntuk lmenjawab lapakah 

lPresiden lsecara lhukum ldan lkonstitusi ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum. l l 

Tahapan lketiga lyaitu lputusan lMK lyang lapabila lmembuktikan lbahwa lPresiden 

ltelah lmelakukan lpelanggaran lhukum lmaka lMPR lperlu lmelakukan lsidang latas lusulan 

lpemberhentian/pemakzulan lPresiden ltersebut. l lMPR lberhak lmemutuskan lapakah 

lpelanggaran lhukum lyang ldilakukan loleh lPresiden ldijatuhi lhukuman lpemberhentian 

lPresiden ldari ljabatannya. 

D. Reformasi 

Seluruh lkomponen lbangsa ldi ltahun l1998 lbahu lmembahu lmenumbangkan lrezim 

lOrde lBaru luntuk lsatu ltekad lyaitu lmendapatkan lkehidupan lpolitik, lekonomi, lhukum, 

lsosial ldan lbudaya lyang llebih lbaik. lAgenda lreformasi l1998 lmengamanatkan lbeberapa 

lhal lmendasar ldi lantaranya ladalah l: l 

a. Mengadili lKKN lSoeharto, lkeluarga, ldan lkroni; l 

b. Mengadili lpelanggaran lHAM lberat; l 

c. Mencabut ldwifungsi lABRI ldan lpraktiknya ldi lpolitik, lbisnis, ldan lteritorial; 

lpenegakan lsupremasi lhukum; lserta lamandemen lterhadap lUUD l1945 lagar 

lmenjadi lkonstitusi lyang ldemokratis.22 

Pemerintahan lyang ldipimpin lPresiden lSoeharto luntuk lmasa ljabatan lketujuh 

lkalinya lmerupakan ltarget lutama luntuk ldiruntuhkan latau ldilengserkan, lalhasil ltidak lsepi 

ldari laksi lprotes, ldemonstrasi, ldan lgerakan lsosial lyang ldilakukan loleh lberbagai 

lkomponen lmasyarakat lterutama lmahasiswa ldi lberbagai lwilayah lIndonesia.23
 lGerakan 

lsosial lyang ldimotori lmahasiswa ltersebut llahir lsalah lsatunya ldiakibatan loleh 

lketidakpuasan lterhadap lkeadaan lpolitik lyang lstagnan ldan ldirasa lmemasung lkebebasan, 

ldi lmana lpada lmulanya lembrio lgerakan lini lhanya ldimulai ldari lsekelompok lorang lyang 

lsaling lberbagi lduka ldan lmengeluh, lkemudian lmembesar ldan lsemakin lterorganisir.24 

Gerakan lsosial lyang lmenyuarakan lketidakpuasan, lkekecewaan, lkemarahan ldari 

lberbagai lkomponen lbangsa lini ldituangkan ldalam lsebuah ltuntutan lyang ldikemas ldalam 

lseruan lagar lsegera ldilakukan lreformasi lpolitik. lTuntutan lReformasi25
 lyang ldisuarakan 

lsecara lterorganisir loleh lkomponen lmahasiswa lyang ldidukung lkalangan lakademisi ldan 

lkomponen llainnya ltidak lhanya ldilakukan ldi ljalanan, lnamun lsecara lresmi ljuga lmengutus 

lperwakilannya lke lgedung lDPR/MPR. lTidak ldiindahkannya ltuntutan lmengakibatkan 

lgelombang lprotes lterus lberlangsung, lkorban ljiwa ldari lmahasiswa lpun lberjatuhan ldi 

lberbagai lkota. lKerusuhan l13 lMei ldi lJakarta ldan lSolo lmerupakan lpuncak ldari lrangkaian 

lkonflik lterpendam ldi lantara lberbagai lkomponen lmasyarakat. lKondisi ltersebut lsemakin 

lmemperkuat ltekanan ldari ldalam ldan lluar lnegeri lterhadap lpemerintahan lSoeharto. lPada 

ltanggal l21 lMei l1998 leuphoria lmassa lmeledak lketika lPresiden lSoeharto lmenyatakan 

lpengunduran ldirinya. 

Habibie ldiposisikan lsebagai lpemimpin ltransisi lsampai lterpilihnya lPresiden ldan 

lWakil lPresiden. lPada lhari lberikutnya lHabibie lmengumumkan lsusunan l“Kabinet 

lReformasi lPembangunan”, ldan lsejak lsaat litu ldapat ldikatakan lbahwa lera lReformasi ltelah 

ldimulai. 
 

 22 Nur Syam. Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis. 2010. Sunan Ampel, hlm. 1 

 23 Henk Shculte Nordholt  & Irwan Abdullah. 2002. INDONESIA : In Search of Transition. Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar, hlm. 3. 

 24 Paul B Horton & Chester L. Hunt. 2004. Sosiologi edisi keenam (terjemah Aminudin Ram & Tita 

Sobari). Jakarta, Erlangga, hlm. 195 

 25 Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, 

atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara; 
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3. Perbandingan lKekuatan lMahkamah lKonsitusi, lMPR ldan 

lMRPS ldalam lMemutus lHasil lDugaan lDPR lterhadap lPresiden 
Pemakzulan latau lbisa ldisebut ljuga lImpeachment lmerupakan lpemberhentian ljabatan 

lPresiden lditengah lmasa ljabatannya. lIndonesia ltelah lmelakukan l2 lKali lPemakzulan 

lterhadap lPresiden lyakni lterhadap lPresiden lSukarno ldan lPresiden lAbdurrahman lWahid 

l(Gus lDur). lSebelum lreformasi, lPemberhentian lPresiden lSukarno ldari ljabatannya 

ldilakukan loleh lMPR lmelalui lTap. lMPRS lNomor lXXXIII/MPRS/1967 ldikarenakan 

lPresiden lSoekanro ldianggap ltidak lmelaksanakan lhaluan lnegara lsebagaimana lditetapkan 

loleh lUUD lNRI l1945 ldan lMPRS. 

Pada lsaat lini lpemakzulan lpresiden lmasih ldapat ldilakukan. lNamun, lada lbeberapa 

lproses lyang lharus ldilalui lsebelum lmelakukan lpemakzulan lterhadap lPresiden. lSalah 

lsatunya ladalah lharus lmelalui ltahapan lproses lyuridis ldi lMahkamah lKonstitusi. l 

Mahkamah lKonstitusi lRepublik lIndonesia ladalah llembaga l(tinggi) lnegara lyang lbaru 

lsederajat lkedudukannya ldengan lMahkamah lAgung l(MA). lMenurut lketentuan lUndang-

Undang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1945 lpasca lPerubahan lKeempat 

l(Tahun l2002), ldalam lstruktur lkelembagaan lRepublik lIndonesia lterdapat l(setidaknya) l9 

l(sembilan) lbuah lorgan lnegara lyang lsecara llangsung lmenerima lkewenangan llangsung 

ldari lUndang-Undang lDasar. lSejarah lberdirinya llembaga lMahkamah lKonstitusi l(MK) 

ldiawali ldengan ldiadopsinya lide lMK l(Constitutional lCourt) ldalam lamandemen lkonstitusi 

lyang ldilakukan loleh lMajelis lPermusyawaratan lRakyat l(MPR) lpada ltahun l2001 

lsebagaimana ldirumuskan ldalam lketentuan lPasal l24 layat l(2), lPasal l24C, ldan lPasal l7B 

lUndang-Undang lDasar l1945 lhasil lPerubahan lKetiga lyang ldisahkan lpada l9 lNopember 

l2001. lIde lpembentukan lMK lmerupakan lsalah lsatu lperkembangan lpemikiran lhukum ldan 

lkenegaraan lmodern lyang lmuncul ldi labad lke-20. lSetelah ldisahkannya lPerubahan lKetiga 

lUUD l1945 lmaka ldalam lrangka lmenunggu lpembentukan lMK, lMPR lmenetapkan 

lMahkamah lAgung l(MA) lmenjalankan lfungsi lMK luntuk lsementara lsebagaimana ldiatur 

ldalam lPasal lIII lAturan lPeralihan lUUD l1945 lhasil lPerubahan lKeempat.26 

DPR ldan lPemerintah lkemudian lmembuat lRancangan lUndang-Undang lmengenai 

lMahkamah lKonstitusi. lSetelah lmelalui lpembahasan lmendalam, lDPR ldan lPemerintah 

lmenyetujui lsecara lbersama lUU lNomor l24 lTahun l2003 ltentang lMahkamah lKonstitusi 

lpada l13 lAgustus l2003 ldan ldisahkan loleh lPresiden lpada lhari litu l(Lembaran lNegara 

lNomor l98 ldan lTambahan lLembaran lNegara lNomor l4316). 

Setelah ladanya lamandemen lterhadap lUUD lNRI l1945 lserta lhadirnya lMahkamah 

lKonstitusi lproses lpemakzulan lharus lmelalui lMahkamah lKonstitusi lterlebih ldahulu 

lsebelum ldi lSidang loleh lMPR lRI. lMekanisme lpemakzulan lyang lditentukan lsecara lketat, 

lmelibatkan ltiga llembaga, lyaitu lDPR, lMK, ldan lMPR. lDi lIndonesia ldalam lperkara 

lpemberhentian lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lmenganut lproses lcampuran, lyaitu 

l“proses lpolitik” ldan l“forum lprevilegiatum.” lSistem lproses lpolitik lberada lpada llembaga 

lDPR ldan lMPR lyang ldimaksudkan lbahwa lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ldijatuhkan 

loleh llembaga lpolitik lyang lmencerminkan lwakil lseluruh lrakyat lmelalui lpenilaian ldan 

lkeputusan lpolitik. lSedangkan lpada lforum lprevilegiatum lberada lpada lpengadilan lkhusus 

lketatanegaraan lyaitu lMahkamah lKonstitusi lyang ldasarnya ladalah lpelanggaran lhukum 

lyang lditentukan ldi ldalam lkonstitusi ldengan lputusan lhukum lpula. lForum lpengadilan 

 
 26 Mahkamah Kontitusi RI.  Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766 diakses pada 17/11/2021 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766
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l(forum lprevilegiatum) lini ldiperlukan lkarena ltidak lmungkin lmengadili lpara lpejabat 

ltersebut ldalam lpengadilan lbiasa lsehingga lperadilan ldapat lberjalan lsecara lfair ldan 

limpartial.Pemberhentian lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lmerupakan lmekanisme 

lkhusus lyang ltentu ldiharapkan lhanya lterjadi lpada lkasus lyang lluar lbiasa, latau lbahkan 

ldiharapkan ltidak lpernah lterjadi.Seorang lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ladalah ltokoh 

lsentral lnegara lyang ltentu lsaja ldiharapkan ltidak lpernah lmelakukan lpelanggaran 

lhukum.Namun ljika lpelanggaran litu lterjadi, lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden ltetap lharus 

lbertanggungjawab lsecara lhukum. 

Kedudukan lMahkamah lKonstitusi ldalam lProses lImpeachment lberdasarkan lUUD 

lNRI l1945 lnyatanya ltidak lseperti lkedudukan lMPR lbaik ldulu lsebelum lreformasi lhingga 

lsekarang. lMahkamah lKonstitusi lyang lhanya lberperan lmemutus ldugaan ldari lDPR 

lterhadap ladanya lpelanggaran lyang ldilakukan loleh lPresiden. lApapun lputusan ldari 

lmahkamah lKonstitusi ltidak lmenjamin lMPR lakan lmemutus lmenyesuaikan lkarena ltidak 

lada ljaminan latas lPutusan ltersebut. lSejak ldulu lhingga lsaat lini lproses lakhir lpemakzulan 

lpresiden ltetap lberada ldi ltangan lMPR lakan ltetapi lmelalui lproses lperadilan lMahkamah 

lKonstitusi luntuk lmemastikan lbahwa lpresiden lmelakukan lpelanggaran lhukum latau 

lpelanggaran lterhadap lUUD lNRI l1945. 

 

4. Mekanisme Pemakzulan di Indoensia sebelum dan sesudah reformasi, 

serta setelah berdirinya Mahkamah lKonstitusi 

Sebelum lamandemen lUUD l1945, ldasar lhukum limpeachment lsecara limplisit ldapat 

lditemukan ldalam lPenjelasan lUUD l1945 ldan ldijelaskan llebih lrinci di  ldalam  Ketetapan 

lMajelis lPermusyawaratan lRakyat l(TAP lMPR). lDi ldalam lPenjelasan lUmum lUUD l1945 

lpra-amandemen ldinyatakan lbahwa: 

a. Dalam lmenjalankan lkekuasaannya, lkonsentrasi lkekuasaan ldan ltanggung 

ljawab lsepenuhnya lberada ldi ltangan lpresiden. 

b. MPR lmemiliki lkekuasaan ltertinggi, lsedangkan lpresiden lharus lmenjalankan 

lGaris-garis lBesar lHaluan lNegara l(GBHN) lyang lditetapkan loleh lMPR. 

c. Presiden ldipilih loleh lMPR, ltunduk ldan l lbertanggung l ljawab lkepada lMPR. 

Awal lmula lproses luntuk lmemberhentikan lpresiden ladalah lbersifat lteguran ldari lpihak 

lDPR lberupa lmemorandum l(nota lperingatan) luntuk lpresiden. lArtinya, lapabila 

lmemorandum litu lditanggapi ldengan lmemuaskan loleh lpresiden, lproses 

lpemberhentiannya ltidak ljadi ldilakukan. lAkan ltetapi, lsebaliknya ljika ltidak lmemuaskan 

lbagi lDPR, lDPR lberhak lmeminta lsidang listimewa luntuk lmemberhentikan lpresiden latau 

ldapat ljuga lMPR lyang lberinisiatif lmelakukan lsidang listimewa luntuk lmemberhentikan 

lPresiden. lSidang ldipimpin loleh lketua lMPR ldengan lpengambilan lputusan l2/3 langgota 

lMPR lharus lhadi ldan l2/3 ldari ljumlah langgota lyang lhadir lharus lmenyetujui 

lpemberhentian lpresiden ltersebut (absolute lmayority). 

Setelah lamandemen, lPengaturan l lbahwa l lhanya l lPresiden l ldan/atau l lWakil l lPresiden 

l lyang l ldapat l l ldikenakan l l ltuntutan l l limpeachment lterdapat l lpada l lpasal l l7A l lUUD l l1945 

l lyang l lmenyebutkan: l l“Presiden l ldan/atau l lWakil l lPresiden l ldapat l ldiberhentikan l ldalam 

l lmasa l ljabatannya loleh lMajelis lPermusyawaratan lRakyat atas  usul  Dewan lPerwakilan 
Rakyat”. lMekanisme limpeachment di lIndonesia harus melalui 3 (tiga) ltahap pada l3 (tiga)  

llembaga  ltinggi  lnegara  lyang  lberbeda. 
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Tahapan lpertama lproses limpeachment ladalah lpada lDPR. lDPR ldalam lmenjalankan 

lfungsi lpengawasannya lmemiliki ltugas ldan  lkewenangan   luntuk  lmengawasi ljalannya 

lpemerintahan. lBilamana ldalam lpelaksanaan ltugas ldan lkewenangan ltersebut lDPR 

lmenemukan lbahwa lPresiden l ldan/atau l lWakil l lPresiden ltelah lmelakukan lpelanggaran-

pelanggaran lyang ltermasuk ldalam lalasan limpeachment lsebagaimana l ldisebutkan l ldalam 

l lpasal l7A lUUD l1945 lmaka l lDPR l lsetelah lsesuai ldengan lketentuan lprosedur l l linternalnya 

l l l(tata l l ltertib l l lDPR) lmengajukan ltuntutan limpeachment ltersebut lkepada lMK. lSetelah 

lDPR lberhasil lmembawa lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lkepada lMK, lmaka lMK lwajib 

lmemeriksa, lmengadili ldan lmemutus ldengan lseadil-adilnya lpaling llama l90 (sembilan 

lpuluh) lhari lsetelah lpermintaan lDPR lditerima ldan ldidaftarkan ldi lkepaniteraan lMK. 

Setelah MK lmemberi putusan atas lpendapat DPR ldan isi lputusan lMK ladalah 

lmembenarkan pendapat  lDPR  ltersebut  lmaka  ltahapan  lketiga  lproses  limpeachment  lberada  

ldi MPR. lSetelah lMK lmemutus lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lbersalah ldengan 

lmelanggar lhukum ldan lkonstitusi, lmaka lDPR lmenyelenggarakan lsidang lparipurna luntuk 

lmeneruskan lpemberhentian lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lkepada lMPR. lSelanjutnya, 

lMPR lwajib lmenggelar lsidang lparipurna luntuk lmemutus lusul lDPR luntuk lpemberhentian 

lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden lpaling llambat l30 l(tiga lpuluh) lhari lsejak lMPR 

lmenerima lusul lDPR. lKeputusan lpemberhentian ldi lMPR ldilakukan ldengan lcara lvoting 

loleh langgota lMPR. lSebelum lpemberhentian, lPresiden ldan/atau lWakil lPresiden 

lmempunyai lhak lmenyampaikan lpenjelasan ldi ldepan lsidang lparipurna lMPR. lRapat 

lParupurna lMPR lterlebih ldahulu lmemberi lkesempatan lkepada lPresiden ldan/atau lWakil 

lPresiden lmenyampaika lpenjelasan lsebelum lrapat lParipurna lmenjatuhkan lPutusan l(vide 

lPasal l7 lB layat l(7) lUUD lNRI lTahun l1945). lPenjelasan lsebagaimana ldimaksud lpasal 

lkonstitusi ltersebut lpada lhakikatnya lmerupakan lupaya lpembelaan ldiri lbagi lPresiden ldan 

latau/atau lwakil lPresiden. 

5. Penutup 

1. Saran 

Berdasarkan lhasil ldari lpenelitian lskripsi lini lmaka lada lbeberapa lsaran lyang lPenulis 

lberikan lyaitu: 

1) Dalam lkasus lPresiden lterbukti lbersalah, lselain lMPR lmenetapkan lturunnya 

lPresiden ldari ljabatannya ldan lsegala lkonsekuensi lpolitik llainnya. lSetelah litu, 

lseharusnya lada lmekanisme lhukum lyang lmengatur lbagaimana lPresiden lyang 

lsudah lditurunkan ldari ljabatannya luntuk ldiadili lsesuai ldengan lpelanggaran 

lpidana lyang ltelah ldilakukannya. 

2) Harusnya lada lpenelitian lterhadap lTAP lMPR lnomor lII/MPR/2001 ltentang 

lPertanggungjawaban lPresiden lRepublik lIndonesia lK.H. lAbdurrahman 

lWahid. lHal litu luntuk lmemperkaya lpengetahuan ldan lwawasan lterkait 

lbagaimana lproduk lhukum lmemakzulkan lPresiden). 
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